
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        :  487     /Kep. 457-Diskominfo/2022

LAMPIRAN  : 4 (empat) Lanpiran

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INF`ORMASI PUBLIK
PADA PEUABAT PENGELOIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang          :   a.       bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 21  dan
Pasal   22   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2008
tentang Keterbukaan Infomasi  Publik,  dan  mengacu
pada   Peraturan   Menteri   Dalani   Negeri   Nomor   35
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi      dan      Dokumentasi      di      Lingkungan
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah
serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14
Tahun  2011  tentang  Keterbukaan  lnformasi  P`iblik,
diharapkan   terwujud   pelayanan   cepat,   tepat   dan
sederhana dalam menyebarluaskan informasi publik ;

b.       bahwa 'dalam  upaya  penyediaan  informasi  publik  di
lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon,   maka
perlu  disusun  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)
yang    menjadi    pedoman    bagi    Pejabat    Pengelola
Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  dalam penyediaan
informasi   secara   baik   dan   efisien   sehingga   dapat
diakses oleh masyarakat dengan mudah;

c.       bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan    Keputusan    Bupati    tentang    Standar
Operasional Prosedur Pelayanan lnformasi Publik pada
Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat             :    1.       Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950    tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam
Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Berita   Negara
Republik    Indonesia    tanggal     8     Agustus     1950)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor     4     Tahun     1968     tentang     Pembentukan
Kabupaten    Purwakarta    dan    Kabupaten    Subang
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dengan     Mengubah     Undang-Undang     Nomor     14
Tahun   1950   tentang   Pembentukan   Daerah-Daerah
Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1968
Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 2851);

2.       Undang-Undang Nomor 40 Tahun  1999  tentang Pers
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999
Nomor   166,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3887);

3.       Undang-Undang   Nomor    11    Tahun    2008    tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843)
sebagaimana  telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor    19   Tahun   2016   tentang   Perubahan   Atas
Undang-Undang   Nomor    11    Tahun    2008    tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2016     Nomor     251,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5952);

4.       Undang-Undang   Nomor    14    Tahun    2008    tentang
Keterbukaan    Informasi    Publik    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5.       Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009   Tentang
Pelayanan     Publik     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2009    Nomor     112,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

6.       Undang-Undang   Nomor   43   Tahun   2009    tentang
Kearsipan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2009 Nomor  152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

7.       Undang-Undang   Nomor   23   Tahun    2014    tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana   telah   beberapakali   diubah,    terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan   Kedua  atas   Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5679);



8.       Peraturan Pemerintah Nomor 61  Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008
tentang   Keterbukaan   Informasi   Publik   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  99,
Tambahan-    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5149);

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Pelayanan   Informasi
dan   Dokumentasi   Kementerian   Dalam   Negeri   dan
Pemerintahan     Daerah     (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10.     Peraturan   Komisi   lnformasi   Nomor   1   Tahun   2013
tentang   Prosedur   Penyelesaian   Sengketa   Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649);

11.     Peraturan   Komisi   Informasi   Nomor   1   Tahun   2018
tentang   Standar   Layanan   Informasi   Publik   Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1899);

12.     Peraturan    Komisi    Informasi    Republik    Indonesia
Nomor    1   Tahun   2021    tentang   Standar   Layanan
Informasi  Publik  q3erita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741);

13.     Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor    14
Tahun  2011   tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2011
Nomor  14);

14.     Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   132  Tahun  2015
tentang    Tata    Keria    Pejabat    Pengelola    Informasi
dan     Dokumentasi     Di     Lingkungan     Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2015 Nomor 132).

Memperhatian      :   Focus  Group  Discussion     Standar  Operasional  Prosedur
(SOP)   Pelayanan   lnformasi   Publik   dan   Uji   Konsekuensi
lnformasi    yang    dikecualikan    di    Lingkup    Pemerintah
Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022 di Hotel Apita
Cirebon.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU                 :   Standar  Operasioal  Prosedur  Pelayanan  Informasi  Publik

Pada   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



KEDUA

KETIGA

:   Standar   Operasional    Prosedur    sebagaimana   dimaksud
Diktum  KESATU  merupakan  pedoman  dalam  pengelolaan
informasi      bagi      Pejabat      Pengelola      lnformasi      dan
Dokumentasi    (PPID)    Perangkat   Daerah    di    lingkungan
Pemerintah     Kabupaten     Cirebon     dalam     penyediaan,
pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi
publik.

:   Rincian  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagaimana
dimaksud    pada    Diktum    KESATU    tercantum    dalam
Lanpiran    I,  Lampiran  11,  Lampiran  Ill,  dan  Lampiran  IV
yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KEEMPAT             :   Keputusan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Padatanggal   5   September   2022

J  BNPAI" OrREBon,S

Tembusan:
1.   Yth. Gubemur Jawa Barat;
2.   Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR       :     487/Rep.   457   -Diskominfo/2022

TANGGAL   :     5   September   2022

TENTANG   : STANDAR  OPERASI0NAL  PROSEDUR  PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEUABAT PENGELOIA INFORMASI DAN  DOKUMENTASI
(PPID)   DI   LINGKUNGAN  PEMERINTAH    KABUPATEN  CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PE`JABAT PENGELOIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

I.    PENDAIIULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Informasi   merupakan   kebutuhan   pokok   setiap   orang   bagi
pengembangan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya  serta  merupakan
bagian penting bagi pertahanan Nasional.  Hak memperoleh informasi
merupakan  hak  asasi  manusia  dan  keterbukaan  informasi  publik
merupakan    salah    satu    ciri    penting    negara    demokratis    yang
menjunjung     tinggi     kedaulatan      rakyat     untuk     mewujudkan
penyelenggaraan   negara   yang   baik.   Untuk   menerapkan   Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi fublik,
Dimana,     setiap    badan    Publik    mempunyai    kewajiban    dalam
menyediakan dan melayarii permohonan Informasi Publik secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dengan  adanya Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008  tentang
Keterbukaan   Informasi   Publik   ini,   diharapkan   partisipasi   publik
terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal,   yang  pada
akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang
transparan ,         efektif,         efi sien ,         akuntabel ,         dan        dapat
dipertanggungjawabkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya
bertugas  untuk  menyediakan  akses  informasi  publik  bagi  pemohon
informasi.    Terkait    dengan    tugas    tersebut,    penetapan    Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  layanan  informasi  di  lingkungan  PPID
Kabupaten    Cirebon    menjadi    mutlak.    Dengan    adanya    Standar
Operasional    Prosedur    (SOP)     Pelayanan    Informasi    fublik    ini,
diharapkan   implementasi   Undang-Undang   Keterbukaan   Informasi
Publik dapat beljalan efektif dan  hak-hak publik terhadap  informasi
yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.
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8.  LANDASAN HUKUM

1.  Undang-Undang   Nomor    14   Tahun   2008   tentang   Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor    61,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4846);

2.  Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2009    tentang    Pelayanan
Publik    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2009
Nomor    112,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5038);

3.  Undang-Undang    Nomor    43    Tahun    2009    tentang    Kearsipan
(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2009   Nomor   152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4.  Peraturan  Komisi  lnforrnasi  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021  Nomor 741);

5.  Peraturan  Komisi  Infomasi  Republik  Indonesia    Nomor  1  Tahun
2018 tentang Standar Irayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 14 Tahun 2011, Serf E.5);

7.  Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata Kelja Pejabat
Pengelola  lnformasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Cirebon  (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomor  132, Seri E.119).

c. MAKsuD DAN TuiruAN

1.  Maksud
Pedoman ini sebagai acuan tentang ruang lingkup, tanggung jawab
dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi atau
PPID Kabupaten Cirebon, Perangkat Daerah, Badan Publik lainnya,
Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa dalam menyediakan
informasi    tertentu    melalui    mekanisme    pelaksanaan    kegiatan
pelayanan informasi publik.

2.  Tujuan SOP ini diharapkan dapat :
a.  Mendorong       terwujudnya       implementasi       Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik
terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;

b.  Memberikan pedoman bagi PPID dalam melaksanakan informasi
publik;

c.  Meningkatkan    pelayanan    informasi    publik    di    lingkungan
organisasi/    Lembaga    Publik   untuk    menghasilkan    layanan
informasi publik yang berkualitas.
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11.  HAKIKAT PEIAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakikat Pelayanan Inforlnasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada
pemohon     informasi     publik     secara     cepat,     tepat     waktu,     biaya
ringan/proporsional dengan cara sederhana,  sementara Informasi Publik
yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Ill.   ASAS PEIAYA)lAN INFORMASI PUBLIK

1.  Transparansi
Bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang
membutuhkan    dan    disediakan    secara    memadai    serta    mudah
dimengerti.

2.  Ahatabilitas
Dapat  dipertanggungjawabkan   sesuai  dengan   ketentuan   Peraturan
Perundang-Undangan.

3.  Kondisional
Sesuai   dengan   kondisi   dan   kemampuan   pemberi   dan   penerima
pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4.  Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
infomasi  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,   kebutuhan  dan
harapan masyarakat.

5.  Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam  arti  tidak membedakan  suku,  ras,  agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

6.  Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak  dan
kewajiban masing-masing pihak.

IV.   KELOMPOK PEIAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan lnformasi publik dilaksanakan oleh
1. PPID Kabupaten Cirebon;
2. PPID Perangkat Daerah;
3. PPID Badan Publik Lainnya;
4. PPID Kecanatan;
5. PPID Kelurahan;dan
6. PPID Pemerintahan Desa.

V.     STANDAR OPERASIONAI PEIAYANAN INPORMASI PUBLIK

Setiap  penyelenggara  pelayanan  publik  dalaln  melaksanakan  masing-
masing  tugas  dan  fuhgsinya  harus  memiliki  standar  pelayanan  yang
berkaltan  dengan  prosedur  dan  waktu  sebagai  ukuran  baku  dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan
penerima layanan informasi.
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Adapun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik sebagai
berikut :,

1.  Operasioan Pelayanan lnformasi Publik
Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh     ",orif
ojjjice" dan "back o#ice" yang baik :

a.  F7iont o/puce meliputi :
•   Desk Layanan langsung
•   Desk layanan via media

b.  Back OJJice meliputi :
•    Bidang pengelola lnformasi
•    Bidang pelayanan Informasi
•    Bidang Dokumentasi dan Arsip
•   Bidang penyelesaian sengketa lnformasi

2.  Desk Informasi Publik
Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon
informasi publik,  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)
melalui  desk layanan  informasi  publik  melakukan  layanan  langsung
dan  layanan  media  antara  lain  menggunakan  telepon,  e-mail  dan
website.

3.  Tempat dan Waktu Pelayanan Informasi
a.  Tempat/ Sekretariat PPID

•    Sekretariat PPID
Kabupaten Cirebon

•    Sekretariat PPID
Perangkat Daerah (PD)

•    Sekretariat PPID
Badan fublik

•    Sekretariat PPID
Kecanatan

•    Sekretariat PPID
Kelurahan

•    Sekretariat PPID
Pemerintahan Desa

: Kantor Dinas Komunikasi dan
Inforlnatika Kabupaten Cirebon

: Kantor Perangkat Daerah yang
bersangkutan

: Kantor Badan Publik yang bersanghaitan

: Kantor Kecanatan

: Kantor Kelurahan

: Kantor Desa/Balai Desa

b.  Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari
keq.a yaitu  pada hari  Senin  sampai  dengan Jumat dengan waktu
pelaksanaan sebagal berikut :

Senin -Jumat                      : Pukul o9.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat senin-Kamis      : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Istirahat Jumat                     : Pukul 1 1.00 s/d 13.00 WIB
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4.  PERSYARATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A.  INFORMASI YANG DIMINTA
Informasi   yang   diminta   adalah   informasi   publik-  dan   bukan
infomasi yang dikecualikan.

a.  PEMbHON INFORMASI INDIVIDb/ PERORANGAN
1.  Pemohon Informasi merupakan Warga Negara Republik Indonesia

dengan menunjukan KTP;
2.  Pemohon   informasi   yang   mengatasnamakan   profesi   tertentu

wajib   menunjukan   kartu   identitas   profesi   dan    sertifikasi
kompetensi;

3.  Alasan     dan    'Thjuan     permintaan     inforlnasi     harus    jelas
penggunaannya/logis.

4.  Bagi Pemohon informasi perorangan  dengan tujuan permohonan
untuk    pengkajian,     analisa,     pengawasan,     kontrol     sosial,
penelitian,  penyelidikan,  pengumpulan data serta skripsi  (tugas
akhir) dan sejenisnya agar melampirkan Term O/ Re/ererLce /7UR/
atau  proposal  yang  meliputi,  metode/teknis  kegiatan,  sasaran,
dan jadwal  waktu  kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  pemohonan
informasi dimaksud.

C.  PEMOHON INF`ORMASI BADAN HUKUM
1.  Pemohbn  informasi  merupakan  badan  hukum  sesuai  dengan

ketentuan berlaku;
2.  Badan  hukum yang mengajukan permohonan  informasi wajib

melanpirkan dokumen .akta notaris, SK Kemenkum HAM, Surat
Keterangan    Terdaftar   yang    masih    aktif   dari    Kesbangpol
Kabupaten  Cirebon  dan  bukei  tercantum  dalam  lembar/berita
ne8ara;

3.  Alasan    dan    tujuan    pemiintaan    informasi    harus    jelas
penggunaannya/1ogis.

4.  Bagi   Pemohon   informasi   organisasi/kelompok/    masyarakat
dengan    tujuan    permohonan    untuk    pengkajian,    analisa,
pengawasan,      kontrol      sosial,      penelitian,      penyelidikan,
pengumpulan  data  serta  skripsi  (tugas  akhir)  dan  sejenisnya
agar melampirkan  Term 0/ Re/erierice /7UR/ atau proposal yang
meliputi,  metode/teknis  kegiatan,  sasaran,  dan jadwal  waktu
kegiatan     sesuai    dengan    tujuan    pemohonan    informasi
dimaksud.
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5.  MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a.  Pemohon  informasi  datang  ke  tempat  layanan  informasi  dengan
mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy
KTP Pemohon informasi;

b.  Mengajukan   permohonan   secara   tertulis   kepada   badan   publik
dengan   mencantumkan   maksud   dan   tujuan   dari   permohonan
informasi tersebut;

c.  Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publik kepada pemohon informasi publik;

d.  Petugas  memproses  permintaan  informasi  publik  sesuai  dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh
pemohon;

e.  Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta kepada
pemohon/pengguna   informasi   apabila   dalam   bentuk   dokumen
dibubuhi  watermcirk  atau  stampet  "Saunan  ink   tidak   dapat
di]adihan a:ln:k bukfi pcrda perstdartgan gang di bubuhi pcwqf
/tarrda tangan PPJD",.. Jika informasi yang diminta masuk dalam
kategori   informasi   yang   dikecualikan,    maka   PPID   Kabupaten
Cirebon,   Perangkat  Daerah,   Badan   Publik  hainnya,   Kecamatan,
kelurahan dan Pemerintah Desa,  menyampaikan alasan penolakan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan   perundangan  yang  berlaku
(UU KIP);

f.   Petugas   memberikan   tanda   bukti   penyerahan   informasi   publik
kepada pengguna informasi publik;

9.   Membukukan dan mencatat (Buku Register Permohonan Informasi);
h.  Dalam hal mengajukan permohonan Informasi yang dapat ditangani

Oleh    Komisi    Informasi    Daerah    Kabupaten    Cirebon    apabila
permintaan   pemohon   informasi   3   kali   berturut   -   turut   tidak
ditanggapi oleh badan publik;

i.   Apabila   ada   Permohonan   Informasi   Publik   baik   Pemohon   atau
Termohon untuk dapat melaporkan melalui Komisi Informasi Daerah
Kabupaten Cirebon;

6.  jANGKA wAKTu pErwELESAIAN
a.  Proses    penyelesaian    untuk    memenuhi    permintaan    pemohon

informasi   publik   dilakukan   setelah   pemohon   informasi   publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

b.  Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat  10 hari kerja sejak
permohonan   diterima  oleh   PPID   Kabupaten,   Perangkat   Daerah,
Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.
PPID    Kabupaten,    Perangkat    Daerah,    Badan    Publik    Lainnya,
Kecamatan,   Kelurahan  dan  Pemerintah   Desa  wajib  menanggapi
permin taan       in forma si       melalu i       pemberitah u an       te rtu lis.
Pemberitahuan    ini    meliputi    permintaan    informasi    diterima,
permintaan   informasi   ditolak,    dan   pelpanjangan   waktu   yang
berisikan informasi yang diminta berada pada penguasaannya atau
tidak.   Dan   PPID   Kabupaten,   Perangkat   Daerah,   Badan   Publik
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Lalnnya,   Kecamatan,   Kelurahan   dan   Pemerintah   Desa   dapat
mempelpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja;

c.  Penyampaian / pendistribusian / penyerahan        informasi        publik
dilakukan  secara  langsung,  melalui  emall  atau  jasa  pos  setelah
dibubuhi   tucztermarfe  atou   stampez  "Sqzznan   !nz   tidak   dqpat
dvadihan a:lad bulct:1 pada persidangan gang di hazdrL:roil parof
f ta;nda tangan PPID"

d.  Jika     permohonan  -informasi     diterima,     maka     pada     surat
pemberitahuan    juga    mencantumkan    materi    informasi    yang
diberikan,  format informasi,  serta biaya apabila diperlukan untuk
keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi
di  tolak    maka  dalam  surat  pemberitahuan  dicantumkan  surat
penolakan berdasarkan UU KIP.

7.  BIAYA TARIF
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi
publik    secara    gratis    (tidak   dipungut   biaya)    sedangkan    untuk
penggandaan  atau  perekaman,  pemohon/pengguna  informasi  publik
dapat  melakukan   penggandaan/fotocopy   sendiri   di   sekitar  kantor
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  atau  menyedialran  CD/DVD  kosong
atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

8.  KOMPRTENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Peja`b-at  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  dalani  melaksanakan
pelayanan   informasi   publik   kepada   pemohon/pengguna   informasi
publik dibantu oleh Pranata Komputer.
Untuk petugas pada desk layanan informasi diutamakan yang memiliki
kompe[tensi  dibidang  pengetahuan  mengenai  peraturan  perundang-
undangan   Keterbukaan   Informasi   Publik   dan   pelayanan   publik,
mampu  melakukan  koordinasi  dengan  satuan  organisasi/unit  kerja
dalam         mengumpulkan ,         menyu sun ,         menyediakan         dan
mendokumentasikan    informasi,    keterampilan    dan    sikap    dalam
berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalarn melaksanakan tugas
pelayanan infomasi.

9.  LAPORAN OPERASIONAL IAYANAN INFORMASI PUBLIK
a.  Laporan  Operasional  Layanan  Informasi  Publik  PPID  Kabupaten

Cirebon
1.  Pengelolaan  hasil  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilakukan

melalui    pembuatan    laporan    triwulan    pelaksanaan    tugas
pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan infomasi publik
setiap   triwulan   membuat   laporan   hasil   pelaksanaan   tugas
pelayanan  inforlnasi  publik  untuk  disampaikan  kepada  bidang
pelayanan informasi;

2.  Bidang  pelayanan  informasi  membuat  laporan  triwulan  hasil
pelaksanaan     tugas     pelayanan     informasi     publik     untuk
disampaikan     kepada     pejabat     pengelola     informasi     dan
dokumentasi (PPID) Kabupaten Cirebon;
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3.  Selanjutnya   PPID    Kabupaten    Cirebon    setiap   akhir   tahun
melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

4.  Laporan    tersebut   memuat   informasi   mengenal    perlnintaan
informasi   publik   yang   sudah   dipenuhi,   tindak   lanjut   dari
permintaan    yang    belum    dipenuhi,    penolakan    permintaan
informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu
yang  diperlukan  dalam  memenuhi  setiap  permintaan  pemohon
informasi  sesual  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam
peraturan perundang-undangan.

b.  Laporan   Operasional  Layanan   Informasi   Publik  PPID   Perangkat
Daerah,    Badan    Publik    Lainnya,    Kecamatan,    Kelurahan    dan
Pemerintah Desa
1.  Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik,  dilakukan

dengan   membuat  laporan   triwulan   hasil   pelaksanaan   tugas
pelayanan  informasi  publik  untuk  disampaikan  kepada  Kepala
Perangkat  Daerah,  Pimpinan  Badan  Publik,  Camat,  Lurah  dan
Kepala Desa (Kuwu);

2.  Selanjutnya     Perangkat     Daerah,     Badan     Publik     Lainnya,
Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa setiap akhir tahun
melaporkan  kepada  PPID  Kabupaten  Cirebon  sebagai  atasan
melalui Sekretariat PPID Kabupaten Cirebon yang berkedudukan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

3.  Laporan   tersebut   memuat   informasi   mengenai   permintaan
informasi   publik   yang   sudah   dipenuhi,   tindak   lanjut   dari
permintaan    yang    belum    dipenuhi,    penolakan    permintaan
informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu
yang  diperlukan  dalam  memenuhi  setiap  permintaan  pemohon
informasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam
peraturan perundang-undangan.

10.         KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI
Setiap    Pemohon    Informasi    publik   dapat   mengajukan

keberatan   secara   tertulis   kepada   atasan   Pejabat   Pengelola
lnformasi   dan   Dokumentasi   (PPID)   yang   berkedudukan   di
Kabupaten  Cirebon,  Perangkat  Daerah,  Badan  Publik  Lainnya,
Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa berdasarkan alasan
berikut :
a.  Penolakan   atas   permintaan   informasi   berdasarkan   alasan

pengecualian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang
Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada pasal 17;

b.  Tidak disediakannya infomasi berkala sebagaimana dimaksud
pada   Undang-Undang       Nomor    14   Tahun   2008   tentang
Keterbukaan lnformasi Publik dalam pasal 9;

c.  Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.  Perrnintaan    informasi    ditanggapi    tidak    sesuai    dengan

ketentuan;
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e.  Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f.   Pengenaan biaya yang tidak wajar;
9.  Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur

dalam pedoman ini.

11.         KETENTUAN PIDANA
Berdasarkan  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
"Setiap   orang   yang   dengan   sengaja   menggunakan   Informasi
Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1  (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta n]piah)"

VI.    KEDUDUKAN PPID
1.  Kedudukan dan Penunjukan PPID Kabupaten Cirebon

a.  Sekretariat   PPID   Kabupaten   Cirebon   berkedudukan   di   Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

b.  PPID    ditetapkan    dengan    Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor
042/Kep.546-Diskominfo/2015  tentang  Penunjukan  Kepala  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Cirebon  selaku  Pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

c.  Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

2.  Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu (PPID Perangkat Daerah,
Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa) :
a.  Sekretariat   PPID    Perangkat   Daerah,    Badan    Publik   Lainnya,

Kecamatan,   Kelurahan  dan  Pemerintah   Desa,   berkedudukan  di
satuan kelja masing-masing;

b.  PPID    Perangkat   Daerah,    Badan    Publik   Lainnya,    Kecamatan,
Kelurahan  dan   Pemerintah  Desa  ditetapkan  dengan  keputusan
Kepala Perangkat Daerah.

vll.  TUGAs DAN FUNesl
a.  Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Cirebon :

Tugas :
1.  Mengkoordinasikan  dan  mengkonsolidasikan  pengumpulari  bahan

informasi  dan  dokumentasi  dari  PPID  Pembantu  pada  Perangkat
Daerah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan dan Pemerintahan Desa;

2.  Menyimpan,    mendokumentasikan,    menyediakan    dan    memberi
pelayanan informasi kepada publik;

3.  Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4.  Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5.  Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6.  Menyediakan   informasi   dan   dokumentasi   untuk   diakses   oleh

masyarakat;
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1.  Penghimpunan  informasi  publik  dari  seluruh  Perangkat  Daerah,
Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

2.  Penataan  dan  penyimpanan  informasi  publik  yang  diperoleh  dari
seluruh   Perangkat  Daerah,   Badan  Publik  Lainnya,   Kecamatan,
Kelurahan    dan    Pemerintah    Desa    di    lingkungan    Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

3.  Meyampaikan   informasi   publik   di   lingkungan   PPID   Perangkat
Daerah  ,  Kecamatan,  Desa /  Kelurahan di lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Cirebon sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4.  Pelaksanaan konsultasi dan uji konsekuensi informasi publik yang
termasuk dalarn kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka
untuk publik.

5.  Pendampingan Penyelesaian Sengketa Informasi.

b.  Tugas  dan  Fungsi  PPID  Pembantu    (PPID  Perangkat  Daerah,  Badan
Publik Lainnya, Kecalnatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa) :
1.  Tugas  PPID   Pembantu  yaitu  mengelola  dan  melayani  informasi

publik serta dokumentasi di satuan keljanya;
2.  Mengelola, menata, menyimpan, mengawasi dan mengevaluasi data

dan/ atau informasi publik yang diperoleh disatuan kerjanya;
3.  Menyeleksi dan menguti data dan informasi publik yang termasuk

dalam  kategori  dikecualikan  dari  informasi  yang  dibuka  untuk
publik yang ditetaphan oleh Pejabat yang berwenang;

4.  Menguji aksebilitas atas suatu informasi publik;
5.  Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
6.  Melaksanakan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  PPID  Kabupaten

Cirebon  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik  serta
dokumentasi.

VIII.   MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

A.  PENGUMPULAN INFORMASI

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PPID Kabupaten, Perangkat
Daerah, Badan Publik Lainnya, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah
Desa dalam kegiatan pengumpulan infomasi adalah:
1.  Pengumpulan     informasi     merupakan     aktivitas     penghimpunan

kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap
PPID;

2.  Infomasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PPID;

3.  Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip,
baik arsip statis maupun dinamis;
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4.  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  3  merupakan  pejabat
yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di   Perangkat   Daerahnya,   sedangkan   arsip   statis   dan   dinamis
merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah bersangkutan;

5.  Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
sebagai berikut :
a.  Mengenali tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerahnya;
b.  Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahnya;
c.  Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d.  Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

6.  Komponen  utama  yang  perlu  disiapkan   dalam  pengelolaan  dan
pelayanan informasi dan dokumentasi pada PPID Kabupaten Cirebon
meliputi :
a.  Organisasi/ Kelembagaan;
b.  Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
c.  Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
d.  Program dan Kegiatan;
e.  Anggaran  dan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  yang  meliputi

unsur program dan kegiatan;
f.   Sarana dan prasarana serta sistem informasi (IT);
9.  Daftar  informasi yang wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara

berkala;
h.  Daftar informasi yang tersedia setiap saat;
i.   Daftar informasi yang dikecualikan;
j.   Daftar Informasi secara serta merta.

a.  PENGKLASIFIRASIAN INF`ORMASI
Dalam    proses    pengklasifikasian,    informasi    dibagi    menjadi    dua
kelompok,  yaitu  informasi  yang  bersifat  publik  dan  informasi  yang
dikecualikan.

1.  Informasi yang bersifat publik
Dikelompokan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas,
pokok, fungsi dan kegiatan setiap Perangkat Daerah, meliputi :
a.  Informasi  yang  bersifat  terbuka,   yaitu   informasi  yang  wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi :
1.  Profil   yang   meliputi   sejarah   singkat,   struktur   organisasi,

tujuan, kedudukan, tugas, fungsi dan program kelja;
2.  Informasi    mengenai    kegiatan    dan    kinelja    Pemerintah

Kabupaten Cirebon serta Laporan Akuntabilitas Kinelja;
3.  Informasi    mengenai    laporan    keuangan,    seperti    laporan

realisasi anggaran dan laporan pendapatan daerah;
4.  Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
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b.  Informasi  yang  wajib   diumumkan   secara   serta  merta,   yaitu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum, meliputi :
1.  Inforlnasi  mengenai  bencana  alam,  seperti  :  daerah  potensi

tsunami, gunung meletus, tanah longsor dan banjir;
2.  Informasi mengenai limbah berbahaya,  seperti : laporan hasil

pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut
atau daerah pemukiman;

3.  Informasi    mengenai    kebocoran    reaktor    nuklir,     seperti
penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik;

4.  Informasi mengenai penggusuran lahan,  seperti penggusuran
lahan untuk kepentingan umum;

5.  Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
c.  Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :

1.  Daftar   seluruh   informasi   publik   yang   berada   di   bawah
penguasaan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon,  tidak  termasuk
informasi dikecualikan;

2.  Hasil   Keputusan    dan    Kebijakan    Pemerintah    Kabupaten
Cirebon;

3.  Dokumen Pendukung;
4.  Rencana kerja program/kegiatan;
5.  Informasi     dan     kebijakan     yang     disampaikan     Pejabat

Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    dalam   pertemuan   yang
terbuka untuk umum;

6.  Prosedur kelja pegawal Pemerintah Kabupaten Cirebon yang
berkaitan  dengan  pelayanan  masyarakat  dan/atau  Laporan
mengenai   pelayanan   akses   informasi   publik   sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor  14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Inforlnasi Publik

2.  Informasi Yang Dikecualikan
Dalam  pengelompokan  informasi
hal-hal sebagai berikut :
a.  Informasi   yang   dikecualikan

diatur dalam  Undang-Undang

yang  dikecualikan,  diperhatikan

adalah   informasi   sebagaimana
Nomor  14  Tahun  2008  Pasal  17

dan Pasal 18;
b.  Prinsip-prinsip yang harus  diperhatikan  dalam  mengelompokan

informasi yang dikecualikan :
1.  Ketat,  artinya  mengkategorikan  informasi  yang  dikecualikan

harus  benar-benar  mengacu  pada  metode  yang  valid  dan
mengedepankan objektivitas;

2.  Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan hams terbatas
pada inforlnasi  tertentu untuk menghindari  penafsiran yang
subyektif dan kesewenangan;

3.  Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan   ketika   kepentingan   publik  yang   lebih   besar
menghendakinya.
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c.  Pengecualian   harus   melalui   metode   uji   konsekuensi   bahaya
/consequentr.a!   harm   fes£/   yang   mendasari   penentuan   suatu
informasi harus dirahasiakan apabila infomasi tersebut dibuka;

d.  Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup
secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c
dilengkapi   dengan   uji   kepentingan   publik   ¢aharrdrzg   pztbzz.c
€rLterest test/ yang mendasari penentuan informasi harus ditutup
sesuai dengan kepentingan publik;

e.  Pengklasifikasian  akses  informasi  harus  disertai  pertimbangan
tertulis  tentang  implikasi  informasi  dari  sisi  politik,  ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan;

f.   Usulan   klasifikasi   akses   infomasi   yang   bersifat   ketat   dan
terbatas  sebagaimana dimaksud  pada huruf b  angka  1)  dan  2)
diatas,    diajukan    oleh    Perangkat    Daerah    yang    memiliki
kemandirian     dalam     mengelola     kegiatan,     anggaran     dan
administrasi;

9.  Penetapan   sebagaimana   tersebut   pada   huruf   b   angka   3)
dilakukan melalui rapat pimpinan.

C.  PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Pendokumentasian  informasi  adalah  kegiatan  penyimpanan  data dan
informasi, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima
oleh  Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
guna    membantu    PPID    dalam    melayani    permintaan    informasi.
Pendokumentasian  informasi  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan  peraturan di  bidang tata
persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,
tahapan dalaln pendokumentasian informasi meliputi :
1.  Deskripsi informasi :

Perangkat Daerah membuat ringkasan untuk masing-masing jenis
informasi.

2.  Verifikasi informasi :
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

3.  Otentikasi Informasi:
Dilakukan  untuk  menjamin  keaslian  informasi  melalui  validasi
inforlnasi oleh setiap Perangkat Daerah;

4.  Kodefikasi Informasi:
a.  Untuk  mempermudah  pencarian  informasi  yang  dibutuhkan,

maka dilakukan kodefikasi;
b.  Metode  pen8kodean  ditentukan  oleh  masing-masing  Peran8kat

Daerah
5.  Penataan dan Penyimpanan Informasi.

D. Pelayanan Informasi
1.  Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk   memenuhi   dan   melayani   permintaan   dan   kebutuhan
pemohon/pengguna  informasi  publik,  PPID  melalui  desk  layanan

13



informasi   publik,   memberikan   layanan   langsung   dan   layanan
melalui media cetak dan elektronik :
a.  Layanan   informasi   secara  langsung,   yaitu  layanan   informasi

publik  yang  dikategorikan  wajib  tersedia  setiap  saat,  dengan
mekanisme pelayanan sebagai berikut :
1.  Pemohon  informasi  datang  ke  desk  layanan  informasi  dan

mengisi  formulir  permintaan  informasi  dengan  melampirkan
fotocopy RTP pemohon dan pengguna infomasi;

2.  Petugas   memberikan   tanda  bulcti   penerimaan   permintaan
informasi publik kepada pemohon inforrnasi publik;

3.  Petugas  memproses  permintaan  pemohon  informasi  publik
sesuai  dengan  formulir  permintaan  informasi  publik  yang
telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;

4.  Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang
diminta oleb pemohon/ pengguna informasi. Apabila informasi
yang   diminta   masuk   dalam   kategori   dikecualikan,   PPID
menyampaikan  alasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundangan yang berlaku;

5.  Petugas   memberikan   Tanda   Bukti   Penyerahan   Informasi
Publik kepada Pengguna lnformasi Publik;

b.  Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak,yaitu
informasi  publik yang  tersedia  dan  diumumkan  secara  berkala
dilayani melalui website Pemerintah Cirebon yang dikelola Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

2.  Jangka Waktu Penyelesalan
a.  Proses   penyelesalan   untuk   memenuhi   permintaan   pemohon

informasi  publik  dilakukan  setelah  pemohon  informasi  publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

b.  Waktu  penyelesaian  dilaksanakan  paling  lambat  10  (sepuluh)
hari  kelja  sejak  permohonan  diterima  oleh  PPID.  PPID  wajib
menanggapi    permintaan    informasi    melalui    pemberitahuan
tertulis.    Pemberitahuan   ini   meliputi   permintaan   informasi
diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu
pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak;

c.  Jika PPID  membutuhkan perpanjangan waktu,  maka selambat
lambatnya   7   (tujuh)   hari   keria   sejak   tanggapan   pertama
diberikan;

d.  Jika   permohonan    informasi    diterima,    maka   dalaln    surat
pemberitahuan   juga    dicantumkan    materi    informasi    yang
diberikan,  format  informasi,   serta  biaya  apabila  dibutuhkan
untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila pemintaan
informasi     ditolak,     maka     dalam     surat     pemberitahuan
dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
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E.  PENIELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1.  PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan
tanggapan  atas  keberatan  yang  disanpaikan  pemohon  informasi
publik, dengan prosedur sebagai berikut:
a.  PPID    mempersiapkan    daftar    pemohon    dan/atau    pengguna

informasi yang akan ditolak;
b.  PPID    mempersiapkan    daftar    keberatan    yang    disampaikan

pemohon dan/ atau pengguna informasi;
c.  PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Perangkat

Daerah  yang  terkait  paling  lambat  3  hari  kelja  setelah  surat
permohonan    informasi    publik    dan    permohonan    keberatan
informasi publik diterima PPID;

d.  Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

e.  Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2.  Penyelesaian sengketa informasi
a.  PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
b.  PPID    menyusun   kajian   dan    pertimbangan   hukum   untuk

disampaikan kepada Atasan PPID;
c.  Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi lnfomasi, PTUN

dan  MA,  maka  PPID  melakukan  pendalnpingan  hukum  untuk
penyelesaian sengketa informasi

JUDUL

UNIT pENGEroLA

PARAF H00REI»ASI PENGELOLA      : " ........................ „..

PRAF K00RDINAS! RESESUAIA» SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAII

jFunA"orREB0IN,4

\IMRON
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E.  PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1.  PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan
tanggapan  atas  keberatan  yang  disampaikan  pemohon  informasi
publik, dengan prosedur sebagai berikut:
a.  PPID    mempersiapkan    daftar    pemohon    dan/atau    pengguna

informasi yang akan ditolak;
b.  PPID    mempersiapkan    daftar    keberatan    yang    disampaikan

pemohon dan/atau pengguna informasi;
c.   PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Perangkat

Daerah  yang  terkait  paling  larnbat  3  hari  kelja  setelah  surat
permohonan    informasi    publik    dan    permohonan    keberatan
informasi publik diterima PPID;

d.  Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

e.  Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

2.  Penyelesaian sengketa informasi
a.  PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
b.  PPID    menyusun    kajian    dan    pertimbangan    hukum    untuk

disampaikan kepada Atasan PPID;
c.   Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN

dan  MA,  maka  PPID  melakukan  pendampingan  hukum  untuk
penyelesaian sengketa informasi

BUPATI CIREBON,
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LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         :   487/Kep.   457   -Diskominfo/2022

TANGGAL     :   5   September   2022

TENTANG    : STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  PEIAYANAN INF`ORMASI
PUBLIK PFUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON

ALUR MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tertulis dan Non Elektronik

I     pemohonlnformasi     I      e, Tidak Tertuns

J
Informasi publik yang               Pejabat Infomiasi                  Pencatatan a.    Nana pemohon Irifomasi;
ada di Badan publik                dan Dokumentasi                    Informasi b.    Alamat;c.Subyek lnformasi;d.Fomatpengiriman;e.AlasanpermintaanInformasi

I

Dokumentasi danKlarifikasiInformasi

eritahuan Tertulis

Pemberian tandaBukti(NOPendaftaran)kepadaPemohonInformasi

Infomasi Publik YangDiumumkanBerkala

Pen
Informasi (max 10 Hari)

Infomasi Publik YangDiumumkanSertaMerta

--111111111111111
Penerimaan PermintaanInfolmasiDisertaiPenjelasan : Ill_IEInformasi Publik Yang

Wajib Tersedia Setiap a.   Materi lnformasi yang akan
Saat diberikan; I Perpanj angan Waktu

b.   Alat Penyampaian dan Pemberitahuan
Format Informasi; (disertai alasan)

Inforlnasi Publik Yang c.   Biaya dan cara pembayaran; Max. 7 Hari
Dikecua± d.   Jika Badan Pubnk sudahmemhikiinformasisebagianatauseluruhnyamakainformasidapatdiberikan.I

i
Penolakan Disertai^1----

.  -"  .I-,

`JUDUL                                                    .                                a.     .
i-,i..-i..'J;.   `.-r    +             ..    .'`.I..-..I-`-.-.--.--`-".

J+ 'T`+I,-i-,,;``             ,  ,,I--`J,

i•j--`::

UNIT PENGELOIA                             : .............n...............          I

Ill     rfupAIiarREBon,SPARAF KooRD"A§! pErGEro`rd     : „............................
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LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         :    487/Rep.457-Diskominfo/2022

TANGGAL     :    5   September   2022

TENTANG    : STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEUABAT PENGELOLA INF`ORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN pEMERIr`ITAII KABupATEN clREBON

ALUR MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon lnfonnasi

Informasi Publik yang
ada di Badan Publik

Pejabat Informasi
dan Dokumentasi

Dokumentasi dan
Klarifikasi lnformasi

Informasi Publik Yang
Diumumkan Berkala

Informasi Publik Yang
Diumumkan Serta Merta

Informasi Publik Yang
Wajib Tersedia Setiap

Saat

Informasi Publik Yang
Dikecualikan

Pencatatan
lnfomasi

Pemberian tanda
Bukti (NO

Pendaftaran) kepada
Pemohon Informasi

Penolakan Disertai
Alasan

a.    Nana pemohon lnformasi;
b.    Alamat;
c.    Subyek lnformasi;
d.    Format pengiriman;
e.    Alasan perlnintaan

lnformasi

Pemberitahuan Tertulis
Informasi (max 10 Hari)

Penerimaan Permintaan
lnfomasi Disertai Penjelasan :

a.   Materi Informasi yang akan
diberikan;

b.   Alat Penyampalan dan
Format lnfomasi;

c.   Biaya dan cara pembayaran;
d.   Jika Badan publik sudah

memiliki infomasi sebagian
atau seluruhnya maka
informasi dapat diberikan.

Pemberian Informasi
Yang Diminta

Perpanjangan Waktu
Pemberitahuan
(disertai alasan)

Mar. 7 Hari

BUPATI CIREBON,
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         :     487/Rep.457-Diskominfo/2022

TANGGAL     :     5   September   2022

TENTANG    : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN     INFORMASI
PUBLIK PEUABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A.  cormoH FORMul;IR PERMOHONAN INFORMAsl puBLm

I.ago Badan
Publlik

[natm badan publik dan alamat, no telepon, fakelnlli, eman Oiha ado)I

FORMULm pERmoHOHAH mFORHAsl

"0. PEH\DL\F\L\RLIN* (ditsi petingas)

Nana

Alamat

Pekeljaan

Nomor Telepon / E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)
'I\ijuan Penggunaan lnformasi

Cara Memperoleh lnformasi**

Cara Mendapatkan Salinan lnformasi**

Petugas Pelayanan Informasi

Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*"

Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)***

Mengambfl I.angsung

Kurir

Faksimili

E-mail

Cirebon,

Pemohon Informasi

Keterangan:
: Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Inforlnasi Publik

**          : Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
***         : Coret yang tidak perlu
****       : hampirkan Fotocopy KTP

•:.    Berdasarkan  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  lnformasi
Publik "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Infomiasi Publik secara melawan hukum
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1  (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah
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IIak-balk Pemohon lnformasi

BerdasarlEan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterl)ulman
lnformasi Piiblik

Pemohon lnfomaLsi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada
di  Badan  Publlk  kecuall  (a)  informasi  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan
kepada  pemohon  infomasi  dapat:  Men8hambat  proses  penegakan  hukum;
Menganggu  kepentingan  perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;  Membahayakan pertahanan
dan  keamanan  Negara;  Mengun8kap  kekayaan  alam  Indonesia;  Merugikan
ketahanan  ekonomi  nasional;  Merugikan  kepentingan  hubungan  luar negeri;
Mengungkap  isi  alcta  otentik  yang  bersifat  pribadi  dan  kemauan  terakhir
ataupun  wasiat  seseorang;  Mengungkap  rahasia  pribadi;  Memorandum  atau
surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Infomasi atau Pengadilan; Informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.  (b) Badan Publik
juga    dapat    tidak    memberikan    infomasi    yang    belum    dikuasai    atau
didokumentasikan.

11.      PASTIKAN  ANDA  RENDAPAT  TANI)A  BUKTI  PERMOHONAN  INFORMASI
BERUPA NOMOR PENDAF`TARAN KE PETUGAS INFORrmsI/PPID. Bila tanda
bulcti   permohonan   informasi   tidak   diberikan,   tanyakan   kepada   petugas
infomasi alasannya, munghin permintaan informasi anda kurang len8kap.

Ill.     Pemohon  lnformasi  berhak  mendapatkan  pemberitahuan   tertulis  tentang
diterima atau tidaknya permohonan infolmasi dalam jangka walchi 10 (sepuluh)
hari kelja sejak diterimanya pelmohonan infomasi oleh Badan Pub]ik. Badan
Publik dapat mempelpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hard
keda,  dalam hal:  informasi yang diminta belum dikLiasai/didokumentasikan/
belum dapat diputuskan apakah infomasi yang dihinta telmasuk informasi
yang dikecualikan atau tidak.

IV.       Biaya yang  dikenakan  bagi  permintaan  atas  salinan  informasi  berdasarkan
surat  keputusan  Pimpinan  Badan  Publik  adalah  (diisi  sesuai  dengan  surat
keputusan Fimpinan Badan Publik)

V.     Apabila  Pemohon  lnformasi  tidalE  puss  dengan  keputusan  Badan  Publik
(misal: menolak permintaan Anda atau memberi]=an hanya sebagian yang
dininta),  maka  pemohon  infomasi  dapat  mengajukan  kebemtan  kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tier puluh) hari keda sejak permohonan
informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
memberikan   tanggapan   tertuns   atas   keberatan   yang   diajukan   Pemohon
lnformasi     selambat-lambatnya    30     (tiga     pulul|     hard    keda    sejak
diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI.      Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon  infolmasi dapat mengajukan  keberatan kepada Komisl  lnformasi
dalam jan8ha wakfu 14 (empat belas) hari keda sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh Pemohon Infolmasi Publik.

22



B.  CONTOH     FORMULIR     SURAT     PERNYATAAN     KEBERATAN     ATAS
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Logo
Badan
Publlik

mzna badan publil dan alamat, Ilo telepoB, fakeinill, emafl tjila ado)I

pERiiTATAAni REBERATAli ATAs
pERMmTAAH ENroRMASI PUBLIK

A.  INFORMASI PENGAJU KEBERATAN
Nomor Reglstmsi Keberatan                                     : .......................... /di.isipefugczs/*
Nomor pendaftaran permintaan hformasl         : ................................................
TUJuan Penggunaan lnformasi
ldentitas Pemohon
Nana
Alanat

Pekeljaan
Nomor Telepon

Identitas Kuasa Pemohonut
Nana
Alamat
Nomor Telepon

C.  ALASAN PBNGAruAN REBERATAITrm1111 Permohonan lnformasi ditolak
Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi
Permintaan infomasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
dinlinta
Pemintaari informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar
Informasi disampaikan melebihi j an9ka walchi yang ditentukan

D.   KASUS POSISI |tambahkan kertas bila perlu)
® ,,,,,,, ® ,,,,,, ® ,,,,, ®  ,,,,,,,,,,,,, ®, ®  ® ,,,,,, ® ® ®® ® ®,® ®® ® ,,,, ® ® ®, , ® ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ® ® ®® , ,® , ,® ®  ®, ®  ,,,,,,, ® , ®®  , ,

E.  IIARI/TANGGAI TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggal],
[bulan], [tahun], [diisi oleh petugas)aett

®  ,,,, ® ®  ,,,,,,,,,, ® ® ®® , ,® ® ,,,,,  ®  ®,  , ®®  , ®,  , ,® ® ®® ® ®® ® ,® ®  ,,,,,,, ® ® ,,,,,,,,,,,,,,  ®  ,® ®  ®, ,  ,® ® ,® ,,,,,,, ® ,,,,,,,,,,,,, ®  ,,,,

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya
ucapkan terimakasih.

...........(tempat),............[tanggal],[bulan],[tahun]-

Mengetahui,~
Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

(.............................)

Nana & Tanda Tangan

Pengaju Keberatan

(.............................)

Nana & Tanda Tangan
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EurE~GAV
*             Nomor   register   pengajuan   keberatan   disi   berdasarkan   buku   register

pengajuan keberatanut            Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan
Surat Kuasa

th*           Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan
alasan keberatan yang diajukan

~*        Diisi sesual dengan ketentuan jan8ka waktu dalam uu KIP
~      Tanggal  diisi  dengan  tanggal  diterimanya pengajuan  keberatan yaitu  sejak

keberatan   dinyatakan   lengkap   sesuai   dengan   buku   register   pengajuan
keberatan

~     Dalam  hal  keberatan  diajukan  secara langsung,  maka fomulir  keberatan
juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan
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C.     CONTOH FORMULIR PENOIAKAN PEREOHONAN INFORMASI PUBLIK

I.ago Badan
Publlik

Name

A-t
No.Telp/Email

llama badan publlk dan alamat, no telepon, fakelmlll, emafl Olka ada)I

SURAT XEPUTtJSA]l PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

Ho.Pendaftaran:*.........

Rincinn lnformaei yang dibutuhkan  :

PP[D memutushn I)ahwa lnforma8i yang dlmohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECuALIKAN

Pengecuamn

lnformael dldasarhn

Pada ahan
II

Pasall7huruf     UUKIP.**

Pasal.........Undang-Undang........***

Bahwa   berdasarkan    pasal-pasal   diatas,    membuka   infomiasi   tersebut   dapat   menimbulkan
konsekuensi sebagal berikut:

Dengan demlHan menyatahaD bahva:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika  Permohonan  Informasi  keberatan  atas  penolakan  ini  maka  Permohonan  Informasi  dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID  selanbat-lanbatnya 30  (tiga puluh)  hari keria sejak
menerima surat keputusan ini.

............,............ (tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pejabat Pengeloh lnfrormasi dan Dohmenta8l
(PPD)'

Nama&TandaTangan

Keterangan:
*          Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi publik.
**        Diisi oleh PPID sesuai derLgrn pengecualian pada pasal l7 huruf a-I UURTP.
***      S6suai  dengan  pasal  17  Huruf j  UU  KIP,  diisi  oleh  PPID  sesuai  dengan  pasal  Pengecualian

dalam Undang-undang lain yang mengecualikan infromasi yang dimohon tersebut (disebutkan
pasal dan undang-undangriya).

****   Dfisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan terturis
sebagainana diatur dalam UU RIP  dan peraturan ini.
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D. CONTOH FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

togo Badan
Publlik

[irama badan publlk dan alamat, no telepon, fakeinfll, emafl Olka ada|)

FORnmll;in pEMBERITAHtlAli TERTULIS

Berdasarkan  permintaan  Informasi  pada  tanggal  ...  bulan  ...  tahun  ...  dengan
nomor pendaftaran* ......., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nana

No Telp/Email

Pemberitahuan sebagal berikut:
A.  Infomasi Dapat DiberilEan

No. Hal-hal terhaitInformasiP`lblik Keterangan

1.
Penugasan lnformasiPublik** I Kahi

I Badan Publik lain, yaitu ...

2.
Bentuk fisik yang I SoJ}copg (termasuk rekalnan).
tersedia** I Hardcop.ty/ salinan tertulis.

3.
Biaya yangdibutuhha*** E penyalinan Rp ... x ... Cumlah lembaran) = Rp

I Penrfuan Rp ...
I Lain-lain Rp  ...

Jundah Rp ...
4. Waktu penyediaan ... hari

5.

Penjelasan penghitaman /pengaburan Informasi yang dimohon****
(tambahkan kertas bila perlu)

8.  Informasi tldak dapat diberilEan lrarena:#
I   Informasi yang diminta belum dikLiasai
I   Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didohimentasikan dilakukan dalam jangka
waktu                                     ,.. *****

............,............(tempat,tanggal,bulan,tahun)

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dolmmentasi
(PPID)'

(.............................................................................)

Keterangan:
*        Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
**       Pilin salah satu dengan memberi tanda (dy ).
***     Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus danpos)

Sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
****   Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan

penghitanannya.*****  Diisi  dengan  keterangan  walrfui  yang  jelas  untuk  menyediakan  informasi  yang
diminta.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Website :www.diskominfo.cirebonkab.ao. id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

CONTOH

roREULIR PERMOHONAN INFORMAsl

NO. PENDLmARAIN*  (dilst pealgas| .......................................................

Nana

Alanat

Pekebaan

Nomor Telepon / E-mail

Rincian ]nfomasi yang dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan lnformasi

Cara Memperoleh lnformasi"

Cara Mendapatkan Salinan lnformasi**

Petugas Pelayanan lnformasi

I Melihat/membaca/mendengarkan/ mencatat*"
I Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)***

I Merngqubil LangsungII Kurir
Faksimili

I E-mail

Cirebon,
Pemohon Informasi

Keterangan..
*           : Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi publik
"          : Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
***         : Coret yang tidak perlu
****       : I,ampirkan Fotocopy KTP

«:.   Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfomasi Publik :
"Setiap     orang    yang     dengan     sengaja     menggunakan     lnformasi     Publik     secara     melawan
hukum    dipidana    dengan    pidana    penjara    paling   lama    1    (satu)    tahun    dan/atau    pidana
denda             paling             banyak            Rp.             5. 00 0. 0 00 , 00             (lima            j uta             rupiah) "
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Hal-hal Pemohon hformasl
Berdasarhan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbulEaan

lhfomasl Pubm

I.    Pemohon lnformasl berhak untuk meminta seluruh lnformasi yang I)erada
di  Badan  Publlk  kecuall  (a)  informasi  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan
kepada  pemohon  infomasi  dapat:  Men8hambat  proses  penegakan  hukum;
MenganggLi  kepentingan  perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan
dan  keamanan  Negara;  Mengungkap  kekayaan  alam  Indonesia;  MeruSkan
ketahanan ekonomi nasional;  Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengun8kap  isi  akta  otentik  yang  bersifat  pribadi  dan  kemauan  terakhir
ataupun wasiat  seseorang;  Mengungkap  rahasia pribadi;  Memorandum  atau
surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Infomasi atau Pengadilan; Infomasi
yang tidak boleh diun8kapkan berdasarkan Undang-undang. q)) Badan Publik
juga    dapat    tidak   memberikan    infomasi   yang   belum    dikuasai    atau
didokumentasikan.

11.     PASTIKAN  ANDA  RENDAPAT  TANDA  BUKTI  PERMOHONAN  INFORMASI
BERUPA   NOMOR   RENDAFTARAN   KE   PBTUGAS   INFORRAASI/PPD.   Bila
tanda bulrfu permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
infomiasi alasannya, mun8ldn permintaan infomasi anda kurang len8kap.

Ill.    Pemohon  Infomasi  berhak  mendapatkan  pemberitahuan  tertulls  tentang
diterima   atau   tidaknya   permohonan   infomasi   dalam  jangka   waktu   10
(sepuluh)  hari  keria  sejak  diterimanya  pemohonan  infomasi  oleh  Badan
Publik.  Badan  Publik dapat mempelpanjang waktu  untuk memberi jawaban
tertulis   1   I   7   hard   keda,   dalam   hal:   informasi   yang   diniinta   belum
dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang
diminta temasuk infomasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.    Biaya yang  dikenakan  bagi  pemintaan  atas  salinan  informasi  berdasarkan
surat  kepintusan  Finpinan  Badan  Publik  adalah  (diisi  sesuai  dengan  surat
keputusan Pimpinan Badan Publik)

V.      Apabfla  Pemohon  Informasl  tldak  puas  dengan  keputusan  Badan  Pilbllk
(misal: menohl permintaan Anda atan memberikan hanya sebagian yang
dininta),  maka  pemohon  infomasi  dapat  mengajukan  keberatan  kepada
atasan PPID dalam jan8ka walrfui 30 (tiga puluh) hari keda sejak pemohonan
infomasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
memberikan   tanggapan   tertulis   alas   keberatan   yang   diajukan   Pemohon
Informasi     selambat-lambatnya     30     (t|ga     puluh)     hard     keda     scjak
diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI.       Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon infomasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisl hformasi
dalam jangka waktu 14 (empat behs| hard keE]a sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh Pemohon Infomasi Publik.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIIIASI DAN INFORIVIATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Website :\A/ww.diskominfo. cirebonkab.ao. id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go. id
SUMBER

CONTOH

45611

PER)ryATAAN REBERATAN ATAs PEREINTAAN prpoRmsl PUBLIK

A.  INFORMASI PENGAIU XEBERATAN
Nomor Registrasl Keberatan
Nomor Pendaftaran Permintaan lnfomasl
Tt]juan Penggimaan lrformael
ldedtlta8 Pemohon

Nana
Alanat

Pekeljaan
Nomor Telepon

•..................................... (di:isi pefugasr

Identitas Ki]asa Pemohonut
Nana
Alanat
Nomor Telepon

8.  AIASAN PENGAruAN REBERATAN***

h.   Permohonan Informasi ditolak
i.    Informasi berkala tidak disediakan
j.    Permintaan informasi tidak ditanggapi
k.    Permintaan infomasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
I.    Permintaan infolmasi tidak dipenuhi
in.  Biaya yang dikenakan tidak wajar
n.   Infomasi disampaikan melebihi jan8lra waktu yang ditentukan

C.  KASUS POSISI (tambahhn kertas bila perlu|
®  ,,,,,,,,,,,,,,,  ®®  ,,,,,,,  ®®  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ®  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ®,  ®  ,® ,  ,,  ®  ,, ®  ®®  ,  ,®  ,,,,,,,,

D.  IIARI/TANGGAI TANGGAPAN ATAS REBERATAN AIIAN DDERIKAN: [tanggal],
[bulan] , [tahun], [diisi oleh petugas]**M

Demihian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan
terimakasih.

Mengetahui,aeM*
Petugas Informasi

(Penerina Keberatan)

Nana & Tanda Tangan

...........(tempat),............[tanggal],[bulan],[tahun]-

Pengaju Keberatan

Nana & Tanda Tangan

-E-CAN
*           Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
#         Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat Kuasa
H*         Sesuai  dengan  Pasal  35  UU  KIP,  dipilih  oleh  pengaju  keberatan  sesual  dengan  alasan

keberatan yang diajukan
Hut       Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam uu KIP
-    Tanggal  diisi  dengan  tanggal  diterimanya  pengajuan  keberatan  yaitu  sejak  keberatan

dinyatakan lengkap sesuai dengan bulni register pengajuan keberatan
Hutut   Dalam   hal   keberatan   diajukan   secara   langsung,   maka   fomulir   keberatan   juga

ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIIIASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Talp. (0231) 8330580
\^lebsite :wwwdiskominfo. cirebonkab.ao. id

e-mail : diskominfo@cirebonkab,go. id
SUMBER

CONTOH

4561 1

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOIAIIAN PERMOHONAN

No. Pendaftamn:* .........

Nana
JRAmat

No.Telp/Emall

RiDclan [nformasl yang dmuttihhn :
PPID memutushn hahwa lnformae] yang dlmohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecuamn
lnformael dldaearkan
Pada alacan

Pasal  17 humf .............. UU KIP.**

Pasal....Undang-Undang.....***

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulhan
konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demillan menyatalan I)ah":

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Permohonan lnformasi keberatan atas penolakan ini maka Permohonan lnformasi dapat
mengajukan  keberatan  kepada  atasan  PPID  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  keria
sej ak menerimasurat keputu sanini.

Sumber, 20.......

Pej&l.at Pengeloh hfrormasl dan DohaentasqppID),

Nana&TandaTangan

Kete-a:
*         Diist oleh petugas berdasarkan nomor registrast pemohonan Infomasi publik.

ut        Diisi olch PPID setniai dengan pengecualian peda pasal 17 huruf art uu RIP.

tut       Sesual  dengan  pasal  17  Huruf j  UUKIP,diisi  oleh  PPID  se8uai  dengan  pasal  pengecualian  dalam
Undang-undang lain yang mengecualikan infromasi yang dinohon tersebut (disebuthan pasal dan
undang-undangnyq).

MM     Diisi  oleh  petLigas  dengan  memperhatihan batas  tentang jan9ka walctu  pemberitahuan  tertulis
sebagrjm_a_n_a diatur dalam UU KIP  dan peraturan ini.
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PEMERINTAH KABUPATEN C|REBON                CONTOH
DiNAs KOMUNlrIAsi DAN INFORMATiRA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Website :www.diskominfo.cirebonkab.ao.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

PBHBERITAIIUAH TERTULIS

Berdasarkan  pemintaan  lnformasi pada tanggal  ...  bulan  ...  tahun  ...  dengan  nomor pendaftaran*
......., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nana
Ahaat
No Telp/ Email

Pemberitahuan sebagai berikut:
nformasi Dapat Dmerihan

Ho, Hal-hal terhait lnf®rmaslrmik Kete-
1.

Penugasan InformasiPublik** d  Kami
a  Badan Publik lain, yaitu ...

2. Bentuk fisik yang tersedia** B  Sb/teqpy (termasuk rekarnan).
t]  Hardoop.I//salinan tertulis.

3. Biaya yang dibutuhkan*** E  penyalinan Rp ... x ... tiumlah lembaran) = Rp ...
I Penrfuan Rp ...
I  Lain-lain Rp ...

Jumlah Rp ...
4. Waktu penyediaan ... hari

5.

Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dinohon**** (tambahkan kertas bila
perlu)

8.   ]nformasi tidal dapat dmerihan hrena:M
D     Informasi yang diminta belum dikuasal
a     Infomasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan infomasi yang belum didokumentasikan dilalcukan dalam jan8ha waktu ........

Sumber,...........................20.....

Pejabat Pengelola lnformasl dan Dohmenta8i
(PPD)'

Keterangap
*          Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
"        Pnih salah satu dengan memberitanda (+ ).
***       Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengirinan (khusus dna pos)

Sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
****     Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasanpenghitamannya.
*****   Diisi dengan keterangan waktu yangjelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

JUDUI,

•ap!i.,...

UNIT pENGEroLA

PARAFe[OOREINAS!p??`'r{p.?,tafuA

'VLiEL??'
_  ..... uriUP
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PEMERINTAH  KABUPATEN C|REBON                CONTOH
DINAS KOMUNiKAsi DAN iNFORMATirIA

JI. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
Website :ww\^r.diskominfo.cirebonkab.ao. id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

PEMBBRITAIIUAH TERTULIS
Berdasarkan  permintaan  Informasi pada tanggal  ...  bulan  ...  tahun  ...  dengan  nomor pendaftaran*
......., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nana
Alamat
No Telp/ Bmail

Pemberitahuan sebagai berikut:
Informasi Dapat Dmerihn

Ho. Hal-hal terLait lnformaslmt'm ketemngan

1.
Penugasan InfomasiPublik** I  Kami

I  Badan Publik lain, yaitu ...

2. Bentuk fisik yang tersedia** I  SoJtrypg (temasuk rekaman).
d  Hardcop.I// salinan tertulis.

3. Biaya yang dibufuhkan*** I  penyalinan Rp ... x ... tiumlah lembaran} = Rp ...
I Penrfuan Rp ...
I  I,air-lain Rp ...

Jumlah Rp ...
4. Warfu penyediaan ... hari

5.

Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila
perlu)

8.   Inf®rma8l tidal dapat dmerihn larena:M
d     lnforlnasi yang diminta belum dikuasal
t]     Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dflakukan dalam jangka waktu ........

Sumber,...........................20.....

Pejabat Pengeloh lnformasi dad DohmeDtasl
lppID),

Keterangan:
*         Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir pemohonan
"        Pilih salah satu dengan memberi tanda (dy ).
***       Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus dna pos)

Sesual dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
**"    Jika ada penghitaman infomasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasanpenghitamannya.
*****   Diisi dengan keterangan waktu yangjelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

BUPATI CIREB0N,

-IMRON
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PEMERINTAII KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkal).go.id

SUMBER                                                                          45611

Kepada
Dari

Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS__      ____

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cirebon
`    SeLptombef  sole
4P71  a 2,   11 u=i

Penting
1  (satu) berkas
Permohonan untuk Menandatangani Surat Keputusan tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan lnformasi Publik Pada Pejabat Pengelola
lnformasi dan Dokumenfasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan   dengan   hormat,   dalam   rangka   penyediaan   informasi

publik  di   lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon,   maka   periu  disusun

Standar   Operasional   Prosedur   (SOP)    sebagai   pedoman    bagi    Pejabat

Pengelola   lnformasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  dalam  penyediaan  informasi

secara baik dan efisien dan dapat diakses mudah oleh masyarakat.

Untuk itu, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani surat

keputusan tersebut.

Demikian   atas   perhatian   dan   perkenan   Bapak,    kami   sampaikan

terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika

Pembina Tk.I
NIP.198007031998101001

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.


